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Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009)

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama (UU 50/2009) dan

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (UU 49/2009)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal

25 ayat (6) UU 49/2009 terhadap UUD 1945

Menyatakan:

* Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

+ Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan”
adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

+ Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diatur
dengan Peraturan Pemerintah”;
* Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
* Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 31 Juli 2012.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Hakim pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena
berlakunya Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU
49/2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah
pengujian norma Undang-Undang, yaitu frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam
Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009,
terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, sebagai perseorangan warga negara
Indonesia, yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2006 Pemohon mempunyai hak kebebasan sebagai hakim
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25 UUD 1945, serta hak konstitusional dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945. Namun demikian, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan”
dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU
49/2009, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi penafsiran karena
menimbulkan ketidakjelasan jenis peraturan perundang-undangan apa yang mengatur hak-hak
Pemohon, hakim pada peradilan tata usaha negara, para hakim pada badan peradilan agama, dan
para hakim pada peradilan umum dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Hal demikian
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai pejabat pelaksana
kekuasaan kehakiman dalam undang-undang tersebut, untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban
mengadili perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan. Dengan mendasarkan
pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil
kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai
perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai hakim, mempunyai hak konstitusional
yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut
bersifat aktual atau setidaknya potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal
verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian. Dengan demikian maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU
50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal
25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009,
memuat norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi penafsiran karena
menimbulkan ketidakjelasan jenis peraturan perundang-undangan apa yang mengatur hak-hak
Pemohon sebagai hakim pada peradilan tata usaha negara, para hakim pada badan peradilan
umum, dan para hakim pada peradilan agama dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.
Hal demikian mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai
pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tersebut, untuk dapat
menjalankan tugas dan kewajiban mengadili perkara, serta menjaga kemerdekaan dan
independensi peradilan;

2. Menimbang bahwa mengenai independensi peradilan dan independensi hakim, Mahkamah dalam
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, telah berpendapat sebagai
berikut:



Menimbang bahwa dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara
hukum?”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara
hukum atau rechtsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi
pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi
independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat
sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri.
Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut,
prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah
tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah
dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan
berdasarkan prinsip checks and balances, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan
eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan
lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman dinsamping bersifat
fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap ....

.... independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari
siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita
negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat
sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas
setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang
berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam
kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang
berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung
berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan
politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau
golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan
ekonomi, atau bentuk lainnya;

Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau
sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim
yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan
tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang
tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang
tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang
berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain
untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi
kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh
hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus
sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang
didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang
mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan
pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan
terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan [*....when
a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution
on the judges personally or on the power of the court” (Theodore L. Becker dalam Herman
Schwartz, Struggle for Constitutional Justice, 2003 hal 261)]’;

Dengan demikian tidaklah dapat ditemukan kaitan secara langsung antara norma yang diuji dan
adanya prinsip independensi peradilan dan independensi hakim, sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon, karena pengaturan gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan
keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan hanya dinyatakan akan diatur lebih
lanjut dengan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi norma yang diuji tidak berarti
akan mengurangi atau mempengaruhi independensi peradilan ataupun independensi hakim;

. Bahwa frasa “diatur dengan peraturan perundangundangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU
51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 merupakan bentuk
dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi, sebuah bentuk delegasi harus memenuhi syarat-syarat kejelasan
kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan
tersebut diberikan;

Bahwa berdasarkan UU 12/2011, terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan sesuai
dengan hierarkinya, yaitu: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan



Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat Pasal
25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009
mengatur agar ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya
beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan
peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan jenis peraturan perundangundangan
dimaksud secara tegas untuk mengatur hal tersebut, padahal jenis-jenis peraturan perundang-
undangan sudah ditentukan secara tegas, menurut Mahkamah, hal demikian merupakan
pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum?”;
Mahkamah menilai, belum jelasnya peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan
untuk mengatur lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan
keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pada praktiknya menyebabkan
terjadinya beraneka ragam peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji pokok,
tunjangan, dan hak-hak lainnya bagi para hakim dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,
peradilan agama, dan peradilan umum, sebagaimana keterangan pemerintah berikut ini:

+ Pengaturan gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama,;

* Pengaturan mengenai tunjangan hakim diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun
2001 tentang Tunjangan Hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Agama,;

* Pengaturan mengenai tunjangan khusus kinerja melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun
2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Bahwa dalam rangka meluruskan ketidakjelasan frasa “diatur dengan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU

50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, Mahkamah berpedoman pada Pasal 5 ayat (2)
UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, frasa “diatur dengan peraturan
perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan
Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon supaya Mahkamah “Menetapkan agar pengalokasian

dana pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman

dipenuhi dalam APBNP tahun 2012 yang sedang berjalan, terhitung sejak putusan mahkamah
konstitusi selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”, hal demikian bukanlah
kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya

sebagai berikut:

Menyatakan:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” adalah bertentangan dengan
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
sepanjang frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



